
Mcnimbang : a.

Mcngingat : 1.

BUPATI MUSI RAWAS
PERATUMN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR B TAHUN 2O2O

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS'

b.

bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan

potensi yang besa,r, sehingga diperlukan adanya

pengembangan peran dan potensi secara terencana,

terarah, terpadu dan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (i)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang

Kepemudaa-n, Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan nasional dan menetaPkan

kebiiakan di daerah sesuai dengan kewenangannya

serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan di

daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan

Pemuda.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang

Pembentukar Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Srmatera Selatan (L€mbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 t€ntang

Pertahanan Negara (ltmbaran Negara Republik

tndonesia Tahun 2OO2 Nomor 3, Tambaha-n kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahr:n 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 teutang

Kepemudaan (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 148, Tambahan tcmbarar Negara

Republik lndouesia Nomor 5238);

Peraturan Pemerintalt Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Kewirausahaaa dan Kepeloporan

Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana

Kepemudaan (l€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan IJmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5238);

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 33 Tahun 2012

tentang Pedomar Pendaftaran Organisasi

Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 1O Tahun 2016 tentallg

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeralt

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O).

MEMUTUSKAN:

4.

5.

Menetapkan :

6.

PERATURAN

PEMUDA.

7.

BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN

9.',
I

1-::r::1:r:r:''''*' i

l"':':.'i ,H-l



BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas'

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerinta-h Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Raa'as.

4. Dewan Perwakilan Rak5rat Daerah yalg selanjutnya

disingkat DPRD adatah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

satua! kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki

periode Pertumbuhan dan perkembangan yang berusia

16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga

puluh) tahun.

7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan

potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas,

aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membargkitkaa

potensi dan peran aktif Pemuda.

9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran,

pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan,

kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan

untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan

dikalangan pemuda.

11. Pengembalgan Kepemimpinar Pemuda adala-h kegiatan

mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan,

serta penggerakan Pemuda.
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13.

14.

15.

16.

Pengembangan lGpeloporan Pemuda adalah lrcgiatan

mengembangkan poten8i datam mcrintis jalan'

meLakukan tsobosan, menjawab tantangan' dan

memberilen jalan keluar atas berbagai masalah'

Kcmitra,an adalah kcrjasarna m€mbangun sinergi untuk

membangun poten8i Pemuda dengsn PrinBiP saling

membutuhkan, saling mempcrkuat dan saling

mcngtmtungken.

Organisaai lGpemudaan adalah tradah

potensi pemuda-

Pcngbsrgiaan adalah pcngakuan atas pE$tasi dan/atau

jasa di bidang kepemudaen yang diwujudkan dalam

bentuk marcri dan/atau non material.

Masyarakat adalah warga Negara Indoncsia yang

memprmyai perhatian dan pcranan dalam bidang

lcepemudaan.

Prasarana dan Sarana Kepcoudaan adalah fasilitas yang

disediat€n sebagai pusat kegietan kepcmudaan untuk

penyadafan, pembcrdayaan, dan pengembangan

kcpemudaan dal""' membangun poten8i Pemuda yang

bcrkualitas , krcatif, cerdas dan inovatif .

BAB N
ASAS DAN TUJUAN

Pagel 2

Icpemudaen dibangun bcrdasarkan asas:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. kemanueiaan;

t
17.

18.

o

c.

d.

e.

f.

kebangsaan;

kebhinckaan;

dcmolcratis;

keadil,an;

pertieipatif;

kebersamaan;

kesetaraan; dan

kemandidan.

8.

h.

i.
j.



a

Pasal 3

Fcmbangunan kcpemudaan bertujuan untuk terrujudnya

pemuda yang berkepribedian, bertakwa kepada Tuhan YatE

Maha Esa, berahlak mulia, schat, cerdas, lceatif, inovatif'

rnandiri, demokratis, bertanggungiawab, berdaya saing' Eerta

memiliki jiwa kcpemimpinan, kewirausahsan, kepeloporan'

dan kebangsaan berdassrkan PancasiLa dan Undang-Undang

Dasar Negara RcPubUk Indonesia fshun lQ/+$ dela'n

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia'

Pasal 4

Pclaksanaan Pecrbangtman ftcpcmudaan dfl'kukan dalarD

bentuk Pelayanan Kepemudaan yang meliputi :

a. penyadaran pemuda;

b. pcmberdayaan Pernuda; dan

c. PenggmbansianPemuda.

BAB M

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

(1) Pemerintah l(abuPaten mempunyai tugas melaksanakan

kebiiakan nasional dan menetaPkan kebliakan daerah

serta mengkoordinasikan Pelayanan KePemudaan'

(2) Pemerintah Kabupaten bcrtanggung jawab melaksanakan

penyadarsn, Pemberdayaan, dan pengemb8ngan Potensi

Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung

jawabnya sesuai dengan karal cristik dan Potensi

Daeratr.

(3) Tanggung jawab Pemerintah Kabupatcn sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanekan oleh PD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Kelrmudaan'

o
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(4) Dalas melaksanakan tanSSung jawabnya, PD yang

menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

metrekukan kmrdinasi dengan pemanglu kepentingan

lainnya.

Pasd 6

Untuk DcDpsrccPqt tujuan Plaksanaan kcbijakan

kepemudaan di Daerah, Pemerintah lGbuPaten men! r$m

Rcncana Aksi Daerah scsuai dengan pcrcncanaen

pembangunan daerah.

Paeal 7

Femcrintah Ikbupatcn kangEung jawab melaksanakan

Pelayanan Kepcmudaan di Daerah scsuai karalderistik dan

potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Femuda bcrpcran aktif scbagai kckuatan motd, l(onttol

s6ial, dan agen perubahan datam segala aspck

pembangtman nasional.

Pasal 9

(U Pcran sktif pclnuda rcbagai kckrratan moral rbagaimana

dimaltsud rlalarn Pasal 8 diwujudkan derryan:

a. menumbuhkembanakan aspek etik, moralitas dan

ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi

lrchidupan kepemudaan;

b. memperkuat iman don taqwa, mengembangLan nilai-

nil,ai kearifan budaya lokal scrta ketahanan mental

spiritual; dan/atau

c. meningkatkan kesadaran hukum.

o



l2l Feran ak6f Pemuda sebagai kontrol sosial

sebqAaimana rlirnaksrrd drlarrr Pasd 8 diwujudkan

dengan:

a. memprkuat wawasan kebangsaan;

b. membaagtcitkan kesadaran ates tanggunSiawab'

hak, dan kewajiban aebagni warga negara;

c. mcmbangkitkan sikap lritis terhadap lingkunggn

dan penegakan hukum;

d. meningkat&an partisipqsi dalam perumusan

kebijakan Publik;

c. menjamin tran3paransi dan skuntanbilitas

publik dan/atau

f. meEberikan kemudahan akeea informasi.

Peran aktif Pemuda sebagai agen perubBhan

Bcbegaimana dimaksud Pasal 8 diwujudkan dengan

mengembangfun:

a. pendidikan politik dan demokratieasi;

b. sumberdaya ekonomi;

c. kcp€dulian tcrhadapmasyara*at;

d. ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. olahraga, scni dan budaya;

f. kepedulisn tethadaP lingkungan hidup;

g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau

h, kepcmimpinan dan kepcloporan pemuda.

Pasal 10

Pcmuda bertanggung jawab dalam pcmbangunan nasional

untuk:

a. mcnjaga Pancasila scbag6i ideologi Ncgara;

b. menjaga tctap tegBk dan uhrhnya Negan lGsatuan

Republik Indonesia;

c. memperkulnrh persatuan dan kcsatuan bangsa;

d. mclaksaratan konstitusi, demokrasi, dan tcgaknya

hukum;

o
(3)

o



o

a.

b.

c.

d.

meningkatkan keccrdaean dan kes€jahtraan

masyarakaq

mcningkatlon ketahanan budaya lokal dan budaya

nasional; dan/atau

g. mcningkatkan daya Eaing dan kemandirian ckonomi

bangsa.

Pasal 11

perlindungan, ktrususnya dari pcngaruh d6truldif;

pelayanan dalam Penggunasn Prasarara dan sarana

lcepemudaan tanpa diskriminasi;

akses untuk pengcmbangan diri; dan

kesempatan berperan scrta dalem lrrencanaan,

pela*sanaan, pcngawaean, evaluasi, dan

pcngambilan kePutusan strategis Program

kepemudaan.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 12

sctiap Fcmuda dibcritsan perlindungan ecperti:

a. mcnjauhkandari Pengsruh deslsuldit d,ll
b. Advokasi.

Pasal 13

Dalam upaya mcmbcrikan pcrlindungan Pcmuda

s€bagaimana dimaksud datsm Pasal 12, Pemerintah

Kebupaten bc8erta Basyarakat sccara berkcsinambungan

melaksanakan prcgran kePemudaan melalui jalur

pendidikan formal dan non formal'

o

Sctiap Pcmuda bcrhak mcndaPatkan:



BABVI

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagisn Kesatu

Penyadaran

Pasal 14

Fenya.daran Fcmuda diarah&an untuk mcmahami dan

menyikapi perubahan lingkungan' baik domestik maupun

global scrta mencegeh dsn mengurangi resiko yang

difasilitasi oleh Pemerintah lkbupa.tcn, Masyarakat dan

Organisasi lGpemudaan melalui kegiatan:

a. pendidikan agama dan ahlak mulia;

b. pendidikan wawasan kebangBaen;

c.

d.

e.

penumbuhan kesadaran dalsm kehiduPan

bermasyarakat, bcrbangsa dan bernegara;

semangat Bela Negara;

penantapan kebudayaan naeional yang berbasis

kebudayaan loka.l;

pemahaman kemandbian ekonomi; dan/atau

penyiapan program regeneraoi di berbagai bidang'
f.

s.

o

Pasal 15

(U Pclalsanaan kcgiatan Fcnyadaran Fcmuda scbagainana

dimaksud dalam Pasal 14 dapet dilalnrkan dalam

bentuk:

berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarge

dan bermasYarakat;

b. seminar, diskusi, tcmu ilmiAh kepemudaan dalam

rangka meningkatlan pemahaman terhadaP tatanan

kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan

nitai-nil,ai demokrasi dan kearifal lokal;

c. lokakarya, worksttop dan pameran produk lreatif

pemuda dslam rangka mcninglatkan semangat

kewirausahaan di kalangan Pemuda;

.iI !
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f.

jambore dan temu Lr€atiftas kepemudaan dalara

meningkatkan pemahaman sosial budaya dan

ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;

talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam

rane&a meningt<atkan Pcmahaman kehidupan

bermasyaraka! berbangsa dan bernegara; dan

perlombaan-perlombaan yarA sesuai dengan

karaf.teristik kepemudaan dalam rangka

menaembangkan minat, bakat dan kemampuan

pemuda.

(2) Pelaksanaan kegiatsn Penyadaran Pemuda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PD

terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatlon pihak

ketiga.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 16

(1) Fembcrrdayaan Fcmuda diarahkan untuk

membangiitJ<an potensi dan peran a.lrtif Pemuda melalui

kegiatan:

a. peningkatan iman dan takrra s€cara bertahaP dan

terukur;

b. peningkatan itmu pengetahuan dan teknologi;

c. penyelenggaraan pendidikan Bela Negara dan

KeEhanan Nasional;

d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;

e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda;

dan/atau

f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan

kegiatan kepemudaan'

(2) Felaksanaan kegratan Pemberdayaan Fcmuda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

dalam bentuk:

d.

o

o

I



a

(2) Petaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda

sebageimana dimaksud pa.da ayat (1) dapat dilakukan

dalam bentuk:

a. pcndidil€n dan latihan pcngendalian emosional,

penguatan intclektual dan spiritual;

b. pembcrian beasiswa bagi pemuda bcrPrestasi;

c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatsn

lokal. nasional maupun internasional;

d. penantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEn bagi

lrmuda;

bcrprcstaei tingkat KabuPaten;

f. menumbuhkan ajang festival Lrcatifitas pemuda

tingkat KabuPaten;

g. melakukan lomba scni dan olahragg 'liLelangeq
pclajar untuk mcncari bibit potensial.

(3) ftlakaanaan kegiatan Pcmbedayaan Fcmuda

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) dapet dilakuken

olch PD tcrkait, Organhasi Kepemudaan atau melibatlan

pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pengembengan

Pasal 17

Unrrrk mcnggali potcrrsi dan jati diri pcmuda dipcrlukan

pengembangan melalui :

a. pengembangankePemimPinan;

b. pengembangan kcwirausahaan; dan

c. pengembangan kepeloPoran'

Pa88l 18

PsngcrDbangBn t<cPcDinpinan pcmuda scbaaaimatu

dirncltsud dalam Pasal 17 huruf a dil,aksanakan melalui:

a- pendidikan dan pelatihan;

b. penyuluhan;

o

IFl-_
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c. pengkaderan;

d. pembimbinga-n;

e. pcndampingani dan/atau

f. forum kepemimPinan Pemuda.

Pasal 19

Fcngembangan kcwirausahaan pcmuda scbagimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:

a. pelatihan;

b. pemagangan;

c. pembimbingan;

d. pendampingan;

e. kemitraan;

f. promosi; dan/atau
g. bantuan akses Permodalan.

Pasal 20

Pcngcmbangan Kcpcloporan Femuda scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan melalui:

a. latihan dasar pcnangulangan bencana;

b. latihan kepanduan melalui gerakan pramulca;

c. lomba inovasi dan keteladanan P€muda tingkat

Kabupaten;

d. temu wicara kepcmimpinan pemuda tingkat lhbuPatcn;

e. pel,atihan penulisan dan lomba karya iniah pemuda

tingkat Kabupaten; dan/atau

f. geral<an kebereihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 2l

Felaksanaan kegiatan Fengembangan Fcmuda scleg'irriana

dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh PD terkait,

OrganiBasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga'

o
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BABVII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN XEPEMUDAAN

Pasl22

(1) Pcmcrintah Kabupetrn atan O4anisasi Kcecnudaan

dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalsm

Pelayatran Kepemudaan di bidang sosid, ekonomi dan

lingkungan.

(2) Kemitmsn sebagaimana dimakud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempcrhatikan prinsip kesctaraan,

akuntabilitas, dan saling memberi msniaat.

(3) Kemitraan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) daPat

dilakukan pada tingkat lokal, nesional dan internasionsl'

Pasal 23

Pcmcrintah Kabupetc(r daPat Ecnjadi fasilitato'r dalam

kernitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau

orgsnisa8i lGpcmudaan dan Pihak ketiga.

Pasal 24

(1| Dalam rangtra mcndukung pelal$anaan Femberdayaan

Pemuda di Daerah, Organisasi Kepemudaan dal
Masyarakat daPat mcmbenhrk Forum Koordinaai 

'lan
Komunikasi Pemuda (KIq KabuPetcn.

(2) Forum IO(P sebagaimana rlimeksud pada ayat (1)'

berfrmgsi mcmb€rikan masulen kepada Pemerintah

I(abupaten terkait Pcmbcrdayasn Kepemudaan di

Dacrah,

BAB VIU

SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 25

(1) Ferncrintah l(abuPatcn bcrkcwajiban arenycdiakan

Sarana dan Prassrana dafam rangka Pelayanan

fepemudasn.

Fle.,-;l
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(2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat

berpartisipasi menyedialal Sarana dan Prasarana

Pelayanal Kepemudaan.

(3) Kedasama aJltara Pemerintah Kabupaten bersama

dengan organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam

penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mempertahankan

keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana

dan prasarana kepemudaan.

(2) Pemerintah Kabupaten, Orgalisasi Kepemudaan dan

masya-rakat memelihara setiap sarana dan prasarana

kepemudaan.

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan yang

telah menjadi barang milik Negara atau Daerah

dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal27

(l) Organisasi Xepcmudaan dapat dibcntuk berdasarkan

kesamaal asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau

kepentingan yang tidak b€rtentangan dengan ketentuan

Peratur:an Perundang-Undangan.

(2) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam

rualg lingkup kepelqjaran dan kemahasiswaal.

(3) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung

kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta

mengembangkatr kepemimpinan, kewirausahaan, dan

kepeloporan.

(4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pa'da

ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:

a. keanggotaan;

14
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b. kepcngurusan;

c. tata laksana kesetretariatan dan keuangan;

dan/atau

d. anggaran dasar dan anggaran rumah tanggE'

Pasal 28

didaftarlGn pada Pemerintah IGbupaten.

(2) Bupati melimpahkan Pelak8anaan tugas pendaftatan

kepada PD yang membidangi urusan lGsatuan Bangsa

dan Politik.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 29

(1) Pcmcdntah KabuPatcn msmbcrikan Penghar8aan

kepada:

a. pemuda yang bcrPrestasi; dan

b. organisasi lrmuda, organieasi kemasryarakatan,

lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok

masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/ateu

berpr€stasi dalam mcmajukan potensi pcmuda'

(2) penghargaan scbagaimana dimaksud peda ayat (U daPet

berbentuk gelat, tanda jasa, beasiswa' faeilitas,

pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua' dan/atau

bentuk pcnglargaan lainnya yang bemanfa'at'

(g) Penghargaan scbagaimana dtunaksud pada ayat (2) dapet

dibcrikan oleh badan usaha, kelompok masryaral(at, atau

perorangan.

(11 Sctiap Pcmbcntur(a! Organisasi IGpcmudaan haru8
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BAB )O

PENDANAAN

Pasal 30

(1) Pcndaraan Pelayanan l(epcmudaan mcnjadi tanggung

jawab ber€ama antara Pemerintah lGbupatcn, OrgBnisasi

Kepemudaan dan masyarakat.

(2) Sumber Pendanaan Pelayanan Kep€mudaan diperoleh

dari :

a. alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belartja

Daerah;

b. oryanisasi KePemudaan;

c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat;

dan/atau

d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Pasal 31

Fengglotraan dana Fclayanan I(cpemudaan scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada prinsip keadilan,

efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 32

(1) Pcmcrintah Kabupatsn berkewajiban meoycdiakan dana

untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di daemh'

(2) Pemerintah Kabupaten berkewqiiban menyediakan dsT a

dan aksca permodalan untuk mcndukung Pengembangan

kewirausahaan Pemuda di daerah.

(3) Dalar! hal akses permodalan untuk mendukung

pengpmbangan kewirausahaan pemuda scbagaimana

dineksud pada ayat (2), Pcmerintah Kabupat€n dapat

membcntuk lembaga permodalan kesirausahaan

pcmuda.
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Pasal 33

Pada saat Paaturan BuPati ini dirmdanglan' "'t'"
organisasi Kepemudaan dan yaflg t€rkait dengan Pelayanan

Pemberdayaan Pemuda harus menyesuaikan dengan

Peraturan Bupati ini pafing lama 2 (dua) Tahun terhitung

sejak Feratuan Bupati ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tan88al

diundangkan.

Agar s€tiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pen$mdangan Feraturan Bupati ini dcngan penempatannya

dalam Berita Daerah lGbupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Bcliti
pada tanggal, 18 I't{$t 2O2O

RAWAS,

GUNAWAN

Ditctapkan di Musra Befti
pada tanggal, B ftqf}l 2@O

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RA\[IAS,

PRISKODESII

BERTTA DAERAH TABI'PATEN MUSI RAWAS TAHI'N 2O2O NOMOR .8
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